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KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR | 237 I PL.O2.2-Kpt I 3218 I wu-K^b I x I 2oL9

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCAIONAN PADA PEI{YELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat

(3) Peraturan Komisi Pemithan Umum Nomor 3 Tahun

2OL7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputtrsan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 4 Juli l95O) jo. Undang-

Undang Nomor 2O Tahun 195O tentang Pemerintahan

Jakarta Raya (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahrn 2OO7

Menimbang

Mengingat I

1
tentang....
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tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 93, Tambahan [,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47 441 dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 230, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OlS tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol5 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan .Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

.)

4

J

sebagaimana . .
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 tenlang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2O19 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Cubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 226.1 lPL.OI.5-Kpt/3218/KPU-
KabllV l2Ol9 tentang Rekapitulasi dan Penetapan

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPIHP-3)

Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum

Tahun 2019;

lO. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 227 lPL.OI.7-Kptl3218IKPU-
KablV /2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2O19, sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 22a/PL.O1.7-

Kpt / 32 t 8 I KPU -Kab / v I 2O t9 ;

aT)
11. Keputusan .
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11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 23O IPL.OI.7-

Kptl 3218 I Kab lVlI I 2Ol9 tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2O 19;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236/PL.O1.s-Kpt/KPU-

Kabl1'l2Ol9 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 202O;

Memperhatikan

Metenetapkan

KESATU

1.

2.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten

Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor : 181/43-HUKl2Ol9

dan Nomor : 223lNKl3218llKabllx/2019 tentang

Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O

tanggal 30 September 2019;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor : 88IBA/3218/KPU-

Kablxl2}lg tentang Penetapan Pedoman Teknis

Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O tanggal 25

Oktober 2019;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan pada

Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA. .

w
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Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O20, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd

dengan aslinya
KPU KABUPATEN PANGANDAR{N

Hukum.

. sH.

\
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NoMoR : 237 /HK.o3.r-Kpt/3218/KPU-KablXl2ot9
TENTANG : PEDOMANTEKNISPENCALONAN

PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PADA PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

E
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2O2O merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Serentak Tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang

Nomor lO Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang dalam rangka penyempurnaan terhadap

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis. Beberapa ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah dilakukan

penyempurnaan, antara lain:

1. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, terkait:

a. persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk

menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan

calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai

pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan

calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah

mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan

pernah mcnjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum;

-7 -
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d. dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan

petahana;

e. pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota jika hanya terdapat I (satu) pasangan.

2. Penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk
menghindari multitafsir dalam implementasinya.

Perubahan ketentuan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang sangat

mendasar berkaitan dengan syarat dukungan bagi Calon Perseorangan

baik dalam persentase jumlah dukungan paling sedikit dan dasar

perhitungan yang semula berdasarkan Jumlah Penduduk. Pada ketentuan

sebelumnva berdasarkan persentase dukungan paling sedikit dihitung

berdasarkan Jumlah Penduduk diubah menjadi berdasarkan Daftar

Pemilih Tetap pemilihan sebelumnya. Pemilihan sebelumnya adalah

Pemilihan Umum Tahun 2O19. Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran

saat ini berjumlah 422.615 (empat rahts dua puluh dua ribu enam ratus

lima belas) jiwa dan jumlah pemilih tetap dalam Pemilihan Umum Tahun

2O19 berjumlah 320. 118 (tiga ratus dua puluh ibu seratus delopan belasl

orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1O ayat (1) huruf b Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, jumlah dukungan paling sedikit

bagi calon perseorangan di Kabupaten Pangandaran adalah 8,5"/o (delapan

setengah persenl dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019

yaitw 27 .21 | (dua puluh tujuh ibu dua ratus sebelas) . Berdasarkan

ketentuan Pasal 49 ayat (10) Undang-Undang Nomor I Tahun 2015,

Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2O17 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, di mana dalam ketentuan Pasal 94 ayal (3) memerintahkan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis

Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota.

B. Maksud dan Ttrjuan.

Pedoman Teknis ini disusun sebagai pengaturan lebih lanjut dari

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7 terltang

w
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Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O17

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang disesuaikan

dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Pangandaran dengan maksud

menjadi panduan bagi:

l. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O secara langsung,

umunr, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

2. W arga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O dari

Perseorangan.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan

Pasangan Cakrn Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

4. Warga masyarakat di Kabupaten Pangandaran yang ingin mengetahui

dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya

penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Trrj uan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan

tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum,

tertib penyelenggaraan pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan,

aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi,

dan efektivitas.

2. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan

mengikuti proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran melalui pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Btrpati Pangandaran Tahun 2020;

3. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

4. Membeiikan inlormasi kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten

Pangandaran dan warga lainnya yang ingin mengetahui dal mengawasi

proses pelaksanaal pencaJonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

q
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Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemithan

yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini mengatur tentang:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. l\'laksud dan Tuiuan

C. Ruang Lingkup

D. Pengertian Umum

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

B. Persyaratan Pencalonan

BAB III PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN

CALON PERSEORANGAN

A. Persiapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan

B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan

C. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

D. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan

Calon Perseorangan

E. liekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di

I,PK

F. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di

IiPU Kabupaten

BAB IV PENDAF"IARAN PASANGAN CALON

A. Pt rsiapan Pendaftaran Pasangan Calon

B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

C. Pendaftaran Pasangan Calon

BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON

A. Pcnelitian Persyaratan Pencalonan

B. Penelitian Persyaratan Calon

C. Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan

w
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BAB VI PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

PENETAPAN, PENGUNDIAN NOMOR

PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

C. Pengumuman Pasangan Calon

PENUTUP

BAB VII URUT, DAN

BAB VIII

D. Pengertian Umum
1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan ra\rat
di Kabupaten Pangandaran untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 202O secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilihan Umum
Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Pemilu Tahun 2019.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Provinsi adalah Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Barat
vang selanjutnva disebut KPU Provinsi Jawa Barat.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya
disebut KPU Kabupaten Pangandaran adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten
Pangandaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan di Kabupaten
Pangandaran.

7. Panitia Pemungutan Suara vang selanjutnya disingkat PPS adalah
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panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten
Pangandaran.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di
Kabupaten Pangandaran.

9. Badan Pengau,as Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu
adalah [embrga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan
umum vang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undar-rg Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi adalah Badan pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

11. Panitia Pengarvas Pemilihan Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya
disebut Panu,as Pemilihan Kabupaten Pangandaran adalah panitia
yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten pangandaran.

I 2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yartg selanjutnya disebut
Panwas Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh
Panwas Kabrrpaten Pangandaran yang bertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan di Kabupaten
Pangandaran.

13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat ppl adalah
petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi
penvelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan di Kabupaten
Pangandaran.

14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara,
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

E
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15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik

nasional peserta Pemilu Tahun 2079 yang secara bersama-sama

bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Tahun 2020.

16. Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat Pusat atau dengan sebutan

lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga

(ART) Partai Politik yang bersangkutan.

17. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat atau Kabupaten

Pangandaran adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para

Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi

Jawa Barat atau Kabupaten Pangandaran atau dengan sebutan lain

sesuai dengan AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan.

18. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon

bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan

yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pangandaran.

19. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wal<il Bupati Pangandaran Tahun

2O2O yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga

negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau

mendaftar kepada KPU Kabupaten Pangandaran untuk mengikuti

Pemilihan.

20. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 202o

yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan

Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan.

21. Petahana adalah Bupati atau Wakil Wakil Bupati Pangandaran yang

sedang menjabat.

22. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana,

dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dan hak asasi manusia.

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan

hak asasi manusia;

24. Hari adalah hari kalender.

1
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BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Pasangan Calon dengan

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak

penetapan Pasangan Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaal

. narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan

Narkotika Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. bagl terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara

meliputi:

l. terpidana karena kealpaan ringan (culua leuis);

2. terpidana karena alasan politik; atau

3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara,

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam
penjara;

h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menja_lani masa
pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada pubtik dan bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan
Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana
kejahatan seksual terhadap anak;

'1
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j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya

yang merugikan keuangan negara;

n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

o. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak dan memiliki laporan pajak
pribadi;

p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan
ketentuan:

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung
berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu
masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa
jabatan kedua paling singkat selama 2 % (dua setengah) tahun,
dan sebaliknya;

2) jabatan ),ang sama sebagaimana dimaksud pada angka l ),
adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dan
jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil
Bupati/Walikota;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut_

turut; atau

c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama
atau di daerah yang berbeda;

4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 yz (dua
setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada
angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan
akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota yang bersangkutan; dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai
dengan angka 4), berlaku untuk:
a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan WakilE
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Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan,

dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/ Kota; atau

b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wa_likota dan Wakil
Walikota karena perubahan nama kabupaten/ kota;

q. belum pernah menjabat sebagai:

1) Gubernur bagi ca-lon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah
yarlg sama;

2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di
daerah yang sama; atau

3) Bupati bagi calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati

atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan
diri dari kabupaten/kota lain;

s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara
selama masa kampanye bagi petahana;

t. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat Walikota;

u. mcnyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan perwakilan Rakyat Daerah
sejak ditetapkan sebagai calon;

v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak
ditetapkan sebagai calon;

w. berhenti dari jabatan pada Badan usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak
ditetapkan sebagai calon; atau

x. berhenti sebagai Anggota KpU, KpU provinsi/Klp Aceh, KpU/KIp
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas

Kabupaten/Kota sebelum pembentukan ppK dan ppS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana
dimaksud pada angka I huruf e tidak menghalangi penyandang
disabilitas.
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B. Persyaratan Pencalonan

l. Peserta Pemilihan adalah:

a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai

peserta Pemilihan ; dan /atau
b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah

memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

2. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan persyaratan pencalonan

untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan

KPU Kabupaten Pangandaran sebelum pengumumErn pendaftaran

Pasangan Calon, didasarkan pada:

a. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan

Perolehan Kursi Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019; atau

b. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan

Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal

Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan memperoleh paling

sedikit 2Oo/o (d:ua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, yaitu 8 (delapan) Kursi. Atau

25o/o (dua pu luh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah

dalam Pemilu Tahun 2019, yaitu 63.485 (enam puluh tiga ribu empat

ratus delapan puluh lima) Suara Sah.

4. Da-lam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan

Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling

sedikit 25o/o (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara

sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang

memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pangandaran pada Pemilu Tahun 2019.

5. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana

dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, Pimpinan Partai

Politik tingkat Kabupaten Pangandaran, dan Panwas Kabupaten

Pangandaran.

6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan

I (satu) Bakal Pasangan Calon.

-17-
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7. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Poltik lain untuk
membentuk gabungan dalam mendaftarkal Bakal Pasangan Calon.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan

Partai Politik.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan

dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau

masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan

Calon.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan

Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pangandaran tidak

dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran. Dalam hal Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau

menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah

didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut

dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan

dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon

pengganti.

10. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan

telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran, tidak dapat

mengundurkan diri sejak pendaftaran. Dalam hal bakal calon

mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal

calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

11.KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan persyaratan pencalonan

berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon

perseorang€rn dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.

12. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada

angka 1 I , diclasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam

Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2Ol9 sebagaimana yang

ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 226.1 /PL.OI.S-Kpt/3218 IKPU-Kab/lV l2Ol9
tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan

Umum Tahun 2O 19.

13. Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon apabila

memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit dukungan 8,57o

(delapan setengah persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam

| 'u_-,lr
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Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019, yait:u 27.211 (dua puluh

tujuh ribu dua ratus sebelas) dukungan. Jumlah dukungan tersebut

harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan

di Kabupaten Pangandaran, yaitu 6 (enam) Kecamatan.

14. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang

tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2Ol9

dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan. Dukungan

tersebut hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Caion

perseorangan.

15. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada

Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih

Pemilihan, perrduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang

memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan,

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Pangandaran yang menerangkan bahwa penduduk

tersebut berdomisili di Kabupaten Pangandaran paling singkat I (satu)

tahun.

E
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BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Persiapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Pangandaran membentuk Kelompok Kerja Pencalonan

yang terdiri dair Pengaral4 Penanggung Ja u.tab, Ketua, Sekretais dan

Anggota;

2. KPU Kabupatcn Pangandaran melakukan sosialisasi Pasangan Calon

perseorangan berkaitan dengan persyaratan, jadwal dan tata cara

penyerahan dukungan.

3. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan ruangan yang memadai

untuk penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan sehingga

proses penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan jadwal penyerahan

dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui media

massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau

laman KPU Kabupaten Pangandaran pada tanggal 25 November 2019

sampai dengan 8 Desember 2019.

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran mengenai ketentuan

persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon

perseorangan dan persebarannya;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorangan kepada KPU Kabupaten Pangandaran; dan

c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorangan.

C. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan diserahkan kepada

KPU Kabupaten Pangandaran oleh Bakal Pasangan Calon

perseorangan.

2. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan

dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak dapat

diwakilkan.

-20-
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3. KPU Kabupaten Pangandaran menerima dan melakukan registrasi Tim

Penghubung vang diserahkan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan

memberikan Kartu ldentitas Tim Penghubung.

4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dengan

dilampiri:

a. fotokopi K:rrtu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan

,"-ang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Pangandaran yang menerangkan bahwa penduduk

tersebut berdomisili di Kabupaten Pangandaran paling singkat 1

(satu) tahun; dan

b. rekapitulasi jumlah dukungan.

5. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dal
Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, dilarang dikeluarkan secara

kolektif.

6. Surzrt pernvataan dukungan menggunakan formulir Model B. 1-KWK

Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektil per

desa/ kelurahan.

7. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun

surat pernyataan dukungan secara perorangan, tetapi tidak

menggunakan formulir Model El.1-KWK Perseorangan, Bakal Pasangan

Calon perseorangan u'ajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam

formulir Modcl B. 1-KwK Perseorangan, dilampiri surat pernvataan

dukungan yang telah dihimpun, berisi data:

a. Nama;

b. Nt>mor Induk Kependudukan;

c. .Jenis Kelamin;

d. Alamat;

e. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

f. Tempat Lahir;

g. Tanggal Lahir;

h. Pekeriaan;

i. Belum Sudah/Pernah Kau'ir-r (B/S/P);

j. T'lD / Cap .Jempol; dan

k. Keterangan.

8. Penyerahan dokumen dukungan oleh Bakal Pasangan Calon

perseorangan dan penerimaan dokumen dukungan bertempat di
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Kantor KPU Kabupaten Pangandaran.

9. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dilakukan

pada tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 5 Maret 2020, mulai

pukul O8.OO sampai dengan 16.00 WIB.

10. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai

antara softcopg dan hardcopg, KPU Kabupaten Pangandaran membuat

berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal

Pasangan Calon perseorangan untuk diperbaiki dalam masa

penyerahan dokumen dukungan.

ll.Dokumen dukungan yang diserahkan Bakal Pasangan Calon

perseorangan terdiri dari:

a. Surat pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model

B.I-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan wilayah

Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan yang ditandatangani

Bakal Pasangan Calon perseorangan dan bermaterai cukup, sesuai

dengan format Model B. 1-KWK Perseorangan;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Pangandaran yang menerangkan bahwa penduduk

tersebut berdomisili di Kabupaten Pangandaran paling singkat 1

(satu) tahun; dan

c. rekapitulasi jumlah dukungan.

12.Bakal Pasangan Calon peseorangan men5rusun rekapitulasi jumlah

dukungan clengan menggunakan formulir Model B.2-KWK

Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

13. Lampiran dokumen dukungan dikelompokan dalam satuan wilayah

Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan

berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model 8.I-KWK

Perseorangan.

14. Dalam menycrahkan dokumen dukungan, Bakal Pasangan Calon

perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara

perseorangan atau kolektif, pada dokumen kolektif per

desa/ kelurahan.

l5.Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan diserahkan

dalam bentuk hardcopg dan soficopg.

a. Soficopg merupakan dokumen dukungan yang disusun

1
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menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada

Sistem Informasi Pencalonan (SILON);

b. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotocopg identitas

kependudukan dalam bentuk lwrdapg;
c. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b

dikelompokkan berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan

Kecamatan.

16. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan

rincian: 1 (satu) dokumen asli untuk KPU Kabupaten Pangandaran, 1

(satu) dokumen salinan untuk PPS, dan 1 (satu) dokumen salinan

untuk arsip Bakal Pasangan Calon perseorangan.

17. Batas akhir dan penutupan peneriman dokumen dukungan:

a. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan bahwa penyerahan

dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 5 Maret 2020 pukul

16.00 wIB;

b. Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan

disaksikan oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran, KPU

Kabupaten Pangandaran membuat Berita Acara Penutupan

Penerimaan Berkas Dukungan;

c. Setelah pernyataan penutupan penerimaan Bakal Pasangan Calon

perseorangan tidak diperkenankal untuk menyerahkan dokumen

dukungan; dan

d. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan

dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan

penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum

selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten Pangandaran tetap

melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan,
dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita

Acara dan Tanda Terima diterbitkan setelah proses penghitungan

selesai dilakukan.

18. Penghitungan jumlah dukungan:

a. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan petugas untuk
menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh Bakal

Pasangan Calon perseorangan. Kegiatan penghitungan dapat
melibatkan PPK dan/ atau PPS;

b. Penghitungan dilakukan secara manual dan dengan menggunakan

-23-
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SILON;

c. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian penghitungan

didampingi Tim Penghubung dari Bakal Pasangan Calon

perseorangan dan diawasi oleh Panwas Pemilihan Kabupaten

Pangandaran pada tanggal l1 Desember 2Ol9 sampai dengan 14

Maret 2020; dan

d. Apabila jumlah dukungan hardapy tidak sama dengan soficopg,

maka Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan

untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan

dukungan atau sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 pukul 16.0O

WIB.

19. Penghitungan pemenuhan jumlah dukungan minimal dan jumlah

sebaran minimal:

a. Kelompok Kerja Pencalonan menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU

Kabupaten Pangandaran atas hasil penghitungan dukungan setiap

Bakal Pasangan Calon perseorangan;

b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan Bakal Pasangan

Calon perseorangan sudah memenuhi dukungan dengan jumlah

sama dengan atau lebih dan 27.21I (dua puluh tujuh ribu dua

ratus sebelas) pendukung dan jumlah dukungan tersebut tersebar

di lebih dari 50% (lima puluh persen) Kecamatan atau tersebar di

paling sedikit 6 (enam) Kecamatan, KPU Kabupaten Pangandaran

menuangkan dalam Berita Acara (Model BA. I-KWK) dan

menerbitkan Tanda Terima yang menyatakan bahwa Bakal

Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi jumlah dukungan

minimal dan pesebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya;

dan

c. Apabila jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan

sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan kurang dari

27.211 (dua puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) pendukung, KPU

Kabupaten Pangandaran menuangkan dalam berita acara dan

menerbitkan Keputusan yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan

Calon perseorangan tidak memenuhi jumlah dukungan paling

sedikit dan / atau tersebar di paling sedikit 6 (enam) Kecamatan

sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.

2O.KPU Kabupaten Pangandaran melakukan analisis data dukungan

T
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ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan

aplikasi SILON. Analisis dituangkan ke dalam Berita Acara untuk

diserahkan kepada PPS. Analisis ganda dilakukan setelah penerbitan

Model BA. I-KWK sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan

paling sedikit.

21. Penyerahan berkas dukungan kepada PPS dilakukan oleh KPU

Kabupaten Pangandaran disertai surat pengantar dan berita acara yang

memuat jumlah dukungan dan nama Desa/Kelurahan dan hasil

analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 18 sampai dengan 25

Mei2O2O.

22. Salinan Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda

disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan setelah

analisis dukungan ganda Model BA.4-KWK.

D. Penelitian . Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan

I . Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda Bakal Calon

perseor€rngan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dibantu

oleh PPK sejak.menerima berkas dukungan, yaitu pada tanggal 15

Maret sampai dengan 11 April 2O20.

2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifikasi terhadap jumlah

minimal dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan

persebarannya dengan cara:

a. melakukan verilikasi terhadap jumlah dukungan dan

persebarannya yang terdapat dalam sofiapg formulir Model B.1-

KWK Perseorangan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan

persebarannya yang terdapat dalam dokumen asli hardcopg

formulir Model B. I-KWK Perseorangan; dan

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model 8.1-

KWK Perseorangan.

3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam

dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran,

KPU Kabupaten Pangandaran menerima dokumen, menyusun berita

acara, tanda terima, dan menerbitkan Keputusan tentang Penetapan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk
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dilakukan verifikasi administrasi.

4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam

dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran,

KPU Kabupaten Pangandaran men1rusun berita acara dan

mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon

perseorangan untuk diperbaiki tetapi masih dalam masa penyerahan

dokumen dukungan.

5. Penelitian faktual dukungan Bakal Pasangar Calon perseorangan

dilakukan oleh PPS selama 2l (dua puluh satu) hari sejak menerima

berkas dukungan dari KPU Kabupaten Pangandaran, yaitu pada

tanggal 19 Mei sampai dengan 8 Juni 2O20.

6. KPU Kabupaten Pangandaran menyerahkan dokumen dukungan Bakal

Pasangan Calon perseorangan kepada PPS atau melalui PPK. Pada

setiap penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan Bakal

Pasangan Calon perseorangan dituangkan dalam Berita Acara dalam 5

(lima) rangkap masing-masing untuk:

a. KPU Pangandaran;

b. Bakal Pasangan Calon perseorangan;

c. PPK;

d. PPS; dan

e. Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran.

7. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifrkasi administrasi

dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B. l -

KWK Perseorangan;

b. penelitian kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, nama,

jenis kelamin, tempat dan tangga-l lahir dan alamat pendukung

pada formulir Model B.I-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu

Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

c. penelitian kesesuaian antara formulir Model B. I-KWK Perseorangan

dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2Ol9 dan/atau

daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

d. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah

Pemilihan;

e. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
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f. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah

administrasi PPS;

g. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan

syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan

h. penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal

Pasangan Calon perseorangan.

8. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan penelitian Kesesuaiarr

dengan Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Pemilihan:

a. KPU Kabupaten Pangandaran meneliti daftar dukungan yang

terdapat dalam formulir Model B 1.KWK Perseorangan harus

terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Penduduk

Potensial Pemilih Pemilihan;

b. Apabila pendukung tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap atau

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten

Pangandaran melakukan konfirmasi ke Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

c. Apabila pendukung dinyatakan terdapat dalam data di Daftar

Pemilih Tetap, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran,

dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat;

d. Apabila pendukung Dinyatakan tidak terdapat daiam data di Daftar

Pemilih Tetap, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran,

dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; dan

e. Apabila Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Pangandaran tidak memberikan keterangan, dukungan dinyatakan

Belum Memenuhi Syarat.

9. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian dukungan ganda

mencakup:

a. .Jenis penelitian dukungan ganda terdiri dari Ganda Internal

Dukungan Bakal Pasangan Ca-lon dan Ganda Eksternal Dukungan

Antar Bakal Pasangan Calon;

b. Dalam hal ditemukan dukungan ganda identik yaitu Kesamaan

pada informasi di seluruh elemen data (Nama, NIK, Alamat, TTL,

Status Kawin), dukungan hanya dihitung satu, yang lainnya

E
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dicoret; dan

c. Dalam hal ditemukan kesamaan pada NIK saja, dilakukan penelitan

terhadap KTP yang bersangkutan, jika berbeda, tidak dilakukan

pencoretan.

10. KPU Kabupaten Pangandaran membuat berita acara hasil verifikasi

administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan Daftar

Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan

sebagaimana format Model BA.3-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima)

rangkap:

a. I rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;

b. I rangkap untuk PPK;

c. 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan lampiran Berita Acara

8A.3. 1 -KWK Perseorangan;

d. 1 rangkap untuk PPL melalui Panr.r,as Pemilihan Kebupaten

Pangandaran; dan

e. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Pangandaran.

11. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas

peneliti dari Rukun Tetangga/ Rukun Warga setempat sesuai

kebutuhan.

12. Berdasarkan l-rasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian

faktual sebagai berikut:

a. PPS melakukan verifikasi laktual dengan cara mendatangi setiap

tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat

aclministratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat

pcndukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon

perseorangan;

b. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang

bersangkutan dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat;

c. Pcndukung menvatakan tidak memberikan dukungannya,

pcnclukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK

Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;

d. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi

1,ang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara

Model BA.S-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan

Sah, kccuali berdasarkan kesaksian Panu,as Pemilihan

Kecamatan/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan
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tidak memberi dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

e. Seorang pendukung atau lebih dari seorang pendukung menarik

dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan pada tahap

verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan Sah;

f. Pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal

pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom

keterangan;

g. Terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat

meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan

yang asli;

h. Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal

Pasangan Calon perseorangan, PPS menanyakan kepada

pendukung kepastian dukungannya terhadap I (satu) Bakal

Pasangan Calon perseorangan dan pendukung membubuhkan

tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon

perseorangan yang didukung, dan mencoret nama pendukung

dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon

perseorangan yang tidak didukung;

i. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol

pada formulir Model B.I-KWK Perseorangan dan menyatakan

kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan Sah dan

diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada

kolom tanda tangan atau cap jempol;

j. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol

pada formulir Model B. I-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak

mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.S-KWK

Perseorangan, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan

dicoret dari daftar dukungan;

k. Pendukung yang menyatakan kebenaral dukungannya kepada

lebih dari I (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan, dukungan

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan dicoret dari daftar

dukungan;

1. Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1

(satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia

mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan

Tidak Memenuhi Syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
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m. Pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondrsr

sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf h, huruf j, huruf k dan

huruf 1, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret

dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas

Pemilihan Kecamatan;

n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan

kegiatan verifikasi faktual;

o. Apabila pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud

pada huruf f, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara

berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan

dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan

untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3

(tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan

dan meneliti kebenaran dukungan;

p. Apabila Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau Tim

Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat

menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada

huruf o, PPS hanya melakukan verilikasi faktual terhadap

pendukung yang hadir;

q. Apabila pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan

untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya

paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan

r. Apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang

ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan Bakal

Pasangan Calon perseorangan yang bersangkutan dinyatakan Tidak

Memenuhi Syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar

dukungan.

13. Apabila Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat menghadirkan

pendukung dengan alasan sakit atau berada di luar Kabupaten

Pangandaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau Tim

Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat memanfaatkan

teknoiogi informasi.

14. PPS men5rusun berita acara penelitian faktual sebagaimana Model

BA.S-KWK Perseorangan, dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan

peruntukkan:
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a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;

b. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;

c. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Pangandaran;

d. I rangkap untuk PPL; dan

e. 1 rangkap arsip untuk PPS.

15. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan hasil verifikasi faktual

dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan berupa jumlah

dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan melalui laman KPU

Kabupaten Pangandaran.

E. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di PPK

1. PPK melakukan rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan dalam Rapat Pleno Terbuka mulai tanggal 9 Juni sampai

dengan 11 Juni 2O2O yang dihadiri oleh PPS dan disaksikan oleh Bakal

Pasangan Calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal

Pasangan Calon perseorErngan serta diawasi oleh Panwas Pemilihan

Kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan

kepada Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan,

Panwas Pemilihan Kecamatan dan PPS;

b. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau Tim Penghubung Bakal

Pasangan Calon perseorangan dan Panwas Pemilihan Kecamatan

dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di PPK.

Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada saat

itu juga pada Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK

Perseorangan; dan

c. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

Bakal Pasangan Calon perseorangan atau Tim Penghubung Bakal

Pasangan Calon perseorangan tidak dapat menerima, Bakal

Pasangan Calon perseor€rngan atau Tim Penghubung Bakal

Pasangan Calon perseorangan mengisi Lampiran Berita Acara Model

BA.6-KWK Perseorangan.

2. PPK menyusun berita Acara rekapitulasi sebagaimana Model Berita
Acara BA.6-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4

(empat) dengan peruntukkan:

E
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a. I rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;

b. I rangkap untuk KPU Kabupaten Pangandaran disertai dokumen

dukungan;

c. 1 rangkap untuk Panwas Pemilihan Kecamatan; dan

d. I rangkap sebagai arsip di PPK.

F. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten

l. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan rekapitulasi dukungan Bakal

Pasangan Calon perseorangan dalam Rapat Pleno Terbuka mulai

tanggal 12 Juni sampai dengan 14 Juni 2O2O yang dihadiri oleh PPK

dan disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau Tim

Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan serta diawasi oleh

Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran.

2. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kabupaten

Pangandaran melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan

kepada Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan dan

Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran;

b. KPU Kabupaten Pangandaran dibantu oleh PPK membacakan hasil

Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam

Tabel 1 dan Tabel 2 formulir Model BA.6-KWK Perseorangan untuk
dituangkan ke dalam Model BA.7-KWK Perseorangan;

c. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan dan Panwas

Pemilihan Kabupaten Pangandaran dapat mengajukan keberatan

terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan

menunjukkan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, KPU

Kabupaten Pangandaran melakukan pembetulan pada saat itu juga

dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK

Perseorangan; dan

d. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

Bakal Pasangan Calon perseorargan atau Tim Penghubung Bakal

Pasangan Calon perseorangan tetap tidak dapat menerima, Bakal

Pasangan Calon perseorangan atau Tim Penghubung Bakal

Pasangan Calon perseorangan mengisi Lampiran Berita Acara Model

BA. 7-KWK Perseorangan.
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BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon

1. Sebelum melakukan tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU

Kabupaten Pangandaran menerima Keputusan tentang Kepengurusan

Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusi melalui KPU.

2. KPU Kabupaten Pangandaran menerbitkan Keputusan tentang Jumlah

Minimal Dukungan Bagi Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik.

3. Melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU tentang Pencalonan dan

perangkat pendukung SILON.

4. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan simulasi pendaftaran

dengan Tim Kampanye, Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran

dan pihak terkait lainnya.

B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan masa pendaftaran Bakal
Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik, atau perseorangan melalui media massa dan/atau papan

pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pangandaran pada

tanggal 16 Juni sampai dengan t8 Juni 2020.

2. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Persyaratan Pasangan Calon;

b. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Jumlah Minimal
Dukungan Bagi Pasangan Calon yang Diusulkan oleh partai politik

atau Gabungan Partai Politik;

c. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Jumlah Minimal
Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon perseorangan;

d. Dokumen yang harus dilampirkan;
e. Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon; dan
f. Nama dan nomor kontak narahubung.
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C. Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran menerima pendaftaran Bakal Pasangan

Calon pada tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni 2020.

2. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan ruangan yang memadai

yang dapat menampung Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai

Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon beserta pendukung.

3. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan petugas

penghubung, Kapolres Ciamis, Dinas Perhubungan Kabupaten

Pangandaran dan pihak terkait untuk membantu kelancaran proses

pendaftaran.

4. KPU Kabupaten Pangandaran mengatur jumlah peserta yang dapat

hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan mempertimbangkan

kapasitas ruangan.

5. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal

Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran (tidak dapat

diwakilkan).

6. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, atau
salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat

hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan partai

Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran

kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak
dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi
yang berwenang..

7. KPU Kabupaten Pangandaran memberikan kesempatan kepada Bakal
Pasangan Calon untuk menyampaikan pernyataan pers, menampilkan
prosesi/ pertunjukan/kreasi lainnya pada saat sebelum dan setelah
prosesi pendaftaran paling lama 3O menit pada tempat yang telah
ditetapkan di sekitar tempat pendaftaran Bakal pasangan Calon.

8. KPU Kabupaten Pangandaran dalam pendaftaran Bakal pasangan

Calon melaksanakan kegiatan:

a. Menerima kelengkapan berkas persyaratan Bakal pasangan Calon

dengan formulir Model TT.1-KWK dan soficopg SILON;

b. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan
pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau
Gabungan Partai Politik, meliputi:

E
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1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan

Bakal Pasangan Calon;

2) Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Pusat Partai Politik

beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan

Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, yang berwenang

mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat

Provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;

3) Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai

Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris

Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik, yang berwenang

mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat
Kabupaten/ Kota;

4) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan Bakal

Pasangan Calon;

5) Alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon serta alamat

dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-

masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan

6) Jumlah kelengkapan administrasi berkas persyaratan Bakal
Pasangan Calon.

c. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan

pendaftaran Bakal Pasangan Calon perseorangan, meliputi:
1) Nama lengkap Bakal Pasangan Ca_lon sesuai Kartu Tanda

Penduduk Elektronik;

2) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan Bakal
Pasangan Calon;

3) Alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon;

4) Jumlah kelengkapan administrasi berkas persyaratan Bakal
Pasangan Calon; dan

5) Dokumen dukungan Bakal pasangan Calon.

d. Memeriksa isi data soficopy SILON. Apabila ada perbedaan berkas
antara hardcopy dan soficopy SILON, maka KpU Kabupaten
Pangandaran berdasarkan pada dokumen hord.copg. Bakal
Pasangan Calon harus memperbaiki soficopg SILON;

e. Memberikan tanda bukti penerimaan berkas persyaratan Bakal
Pasangan Calon dan persyaratan pendaftaran Bakal pasangan
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Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan Bakal Pasangan Calon atau kepada Bakal Pasangan

Calon perseorargan dengan membubuhkan paraf dan cap stempel

basah.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal

Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan wajib

melaksanakan:

a. Menyerahkan surat pendaftaran Bakal Pasalgan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang

ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan

Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Pangandaran;

b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat

tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon dan dokumen

persyaratan Bakal Pasangan Calon; dan

c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau

tingkat Kabupaten Pangandaran tentang kepengurusan Partai

Politik tingkat Kabupaten Pangandaran.

10. Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon,

wajib menyerahkan surat pendaftaran Bakal Pasangan Calon

perseorangan beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Bakal

Pasangan Calon perseorangan yang bersangkutan.

l1.Tanda tangan Bakal Pasangan Calon perseorangan pada surat
pendaftaran beserta lampirannya harus ditandatangani asli.

12. Lampiran surat pendaftaran bagi Bakal Pasangan Calon yang telah

memenuhi syarat meliputi:

a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris pimpinan

Partai Politik yang bergabung tingkat Kabupaten pangandaran

menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
b. Sr-rrat pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal pasangan Calon

perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK perseorangan

beserta lampirannya;

c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal
Pasangan Calon sebagai bukti persyaratan Bakal pasangan Calon

dituangkan dalam formulir Model BB.1-KWK;

1
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d. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang

mencalonkan diri dari daerah lain;

e. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa,

dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

f. Tanda terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat

pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud

pada huruf d dan hurufe;
g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi

Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi Bakal

Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas

Pemilihan Kabupaten / Kota;

h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukal tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;

i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Bakal

Calon;

j. Surat keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal

Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

k. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan

penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa

laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti

pemenuhan persyaratan Bakal Calon;

1. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi

tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari

tr
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Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

Bakal Ca-lon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Bakal Calon;

m. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dari Pengadilan Niaga/Negeri yang wilayah hukumnya meliputi

tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan

Bakal Calon;

n. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Bakal Calon,

tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon,

untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi

wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Bakal Calon yang

bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan persyaratan

Bakal Calon;

o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal

Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan

Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal

Calon bagi Bakal Calon perseorangan menggunakan formulir Model

BB.2-KWK;

p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

q. Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang telah dilegalisasi

oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan

persyaratan Bakal Calon;

r. Naskah visi, misi dan program Bakal Pasangan Calon mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Paljang Daerah yang

ditandatangani Bakal Pasangan Calon; dan

s. Pas foto terbaru masing-masing Bakal Calon berukuran 4 cm x 6
cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak

4 (empat) lembar, serta foto Bakal Calon berukuran lO,2 cmx 15,2

cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta soficopg.

13. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri, selain

menyerahkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon wajib

menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten Model BA.7-

KWK Perseorangan beserta surat dukungan dan lampirannya.
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BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN

DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian terhadap

persyaratan pencalonan yang meliputi:

a. Penelitian pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran paling sedikit

bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang didasarkan pada

Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perseorangan' Apabila

dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mengalami

pengurangan hasil proses penelitian administrasi dan faktual oleh

PPS, maka diberikan kesempatan untuk menambah dukungan di

masa perbaikan persyaratan pada tanggal 25 Juni sampai dengan 1

Juli 2O20; dan

b. Penelitian pemenuhan jumlah kursi minimal dan jumlah suara sah

minimal dan penelitian keabsahan surat pencalonan bagi Bakal

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik.pada tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2O20.

2. Apabila ditemukan keraguan atau adanya dukungan ganda dalam

surat pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU

Kabupaten Pangandaran melakukan koordinasi dan konsultasi kepada

KPU untuk memastikan keabsahan Keputusan yang diterbitkan oleh

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah divalidasi oleh

KPU.

B. Penelitian Persyaratan Calon

l. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian keabsahan

persyaratan Bakal Calon yang meliputi:

a. Melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap

kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi persyaratan

pendaltaran Bakal Calon dan syarat Bakal Calon, setelah menerima

surat pendaftaran Bakal Calon beserta lampirannya pada tanggal

18 Juni sampai dengan 24 J:uri 2O2O; dan

q)
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b. Keabsahan dokumen yang disertakan seperti ljazah dar, dokumen-

dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain, dan

mengikutsertakan Pejabat dari Instasi Terkait.

2. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan permohonan bantuan
kepada Pimpinan Instasi Terkait untuk menugaskan pejabat yang

ditunjuk dan diberi wewenang oleh Instasi tersebut dalam meneliti
keabsahan persyaratan pencalonan Bakal Calon apabila ditemukan
keraguan atas keabsahan berkas Bakal Calon, seperti Dinas
Pendidikan Kabupaten Pangandaran dan Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Pangandaran terkait ijazah.

3. Pengujian keabsahan ljazalr, dilakukan oleh KpU Kabupaten
Pangandaran dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat
ijazah tersebut diterbitkan dan/atau Dinas/instansi yang berwenang,
dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan keabsahan
ijazah tersebut.

4. Dalam hal diduga terdapat ketidakbenaran atau masukan dari
masyarakat terhadap berkas administrasi, KpU Kabupaten
Pangandaran melakukan:

a. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada
Instansi yang berwenang dan/atau pengurus partai politik;

b. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat perilaku,
dilaksanakan dengan Pimpinan partai politik atau Gabungan partai

Politik;

c'' Klarifikasi dilaksanakan oleh Anggota KpU Kabupaten pangandaran

dibantu Pegawai Sekretariat yang ditunjuk oleh KpU Kabupaten
Pangandaran.

5' Hasil klarifikasi dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua atau
Anggota KPU Kabupaten pangandaran yang diberi kewenangan
melakukan klarifikasi dan pimpinan Instansi yang berwenang, Ketua
Umum dan sekretaris Jenderal partai politik atau Ketua dan Sekretaris
Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART
Partai Politik yang bersangkutan.

6. KPU Kabupaten Pangandaran memberitahukan hasil penelitian
terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada Bakal calon yang
Diusulkan oleh Partai poritik atau Gabungan partai politik dengan
tembusan kepada Pimpinan partai politik atau Gabungan partai politik
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tingkat Kabupaten Pangandaran, atau Bakal Calon perseorangan paling

lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa penelitian, yaitu pada tanggal

25 sampai dengan 26 Jluni 2O2O, disertai tanda terima surat
pemberitahuan tersebut.

7. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas,

disertai alasan belum/tidak dipenuhinya persyaratan berkas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda terima
pemberitahuan secara tertulis dibuktikan dengan mencantumkan
tanda tangan Bakal Calon yang menerima pemberitahuan, dan
Pimpinan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye yang menerima
tembusan surat pemberitahuan tersebut.

C. Perbaikan Persyaratan Pencalonal perseorangan

1. KPU Kabupaten Pangandaran menerima tambahan jumlah dukungan
untuk memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal sebanyak 2
kali lipat dari jumlah kekurangan pada masa perbaikan pada tanggal
25 Juni sampai dengan 1 Juli 202O.

2. Bakal Pasangan Calon perseor€rngan yang mengalami pengurangan
dukungan sebagai akibat verifikasi administrasi dan faktual oleh pps
dapat menambah jumlah dukungan dengan mekanisme yang sama
sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran I BAB III Keputusan
ini.

3. Apabila sampai dengan batas akhir penerimaan tambahan jumrah
dukungan, yaitu tanggai 1 Juli 2O2O pukul 16.0O WIB, Bakal pasangan

calon Perseorangan tidak memenuhi kewajibannya, KpU Kabupaten
Pangandaran melaksanakan Rapat pleno untuk menetapkan Bakal
Pasangan Calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat
dukungan Pasangan Calon.

-4t-
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BAB VI

PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan Pengurus Ikatan

Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan

Psikologi Indonesia tingkat Kabupaten Pangandaran untuk:

a. membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, Ahli

Psikologi, dan Pemeriksa Bebas Penyalahgunaan Narkotika, yang

dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi

IDI, dan Himpunan Psikologi Indonesia; dan

b. menetapkan rumah sakit pemerintah atas rekomendasi IDI untuk

melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani, bebas

penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten

Panganda ran.

2. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan standar kemampuan

sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana

dimaksud pada angka I huruf b kepada rumah sakit pemerintah

sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.

3. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan penandatanganan Nota

Kesepahaman dengan IDI Kabupaten Pangandaran terkait proses

pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.

4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan

Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil

pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan

narkotika kepada KPU Kabupaten Pangandaran sebagai bukti

kebenaran kelengkapal persyaratan Bakal Calon.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan rapat koordinasi teknis

dengan Rumah Sakit dan Kepolisian Ciamis dalam pengaturan dan

penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan

Calon pada tanggal 16 Juni sampai dengan 23 Jwni 2O2O.

2. Penetapan jadwal pemeriksaan kesehatan untuk masing-masing Bakal

Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten

Pangandaran.
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3. Jadwal pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon disesuaikan

dengan daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan pemeriksaan

kesehatan. Apabila dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka

giliran pelaksanaan pemeriksaan Bakal Pasangan Calon dilakukan

berdasarkan urutan pendaftaran.

4. Pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon tidak

diperkenankan mengajak pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah

pengantar yang dizinkan disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit.

5. KPU Kabupaten Pangandaran memfasilitasi konferensi pers Bakal

Pasangan Calon sebelum dan setelah dilaksanakan pemeriksaan

kesehatan.

C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh

rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan Bakal Pasangan

Calon kepada KPU Kabupaten Pangandaran.

2. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan

pemeriksaan pembanding.

3. KPU Kabupaten Pangandaran menerima hasil pemeriksaan kesehatan

dalam 2 (dua) jenis Hasil Pemeriksaan, yaitu:

a. Bakal Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;

dan

b. Positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.
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BAB VII

PENETAPAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT,

DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk
menetapkan Pasangan Calon pada tanggal 8 Juli 2O20.

2. Penetapan Pasangan Calon dilakukan dengan Keputusan KPU

Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pasangan Calon.

3. Urutan penulisan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran

tentang Penetapan Pasangan Calon berdasarkan urutan pendaftaran

Pasangan Calon.

4. KPU Kabupaten Pangandaran mengatur tempat pelaksanaan Rapat

Pleno Terbuka sehingga dapat dihadiri oleh Panwas Pemilihan

Kabupaten Pangandaran, Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye Bakal Pasangan Calon, Pers dan masyarakat lainnya.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim

Kampanye mengenai pelaksanaan pengundian nomor urut,

diantaranya terkait:

a. Pengaturan tentang tempat dan waktu pelaksanaan pengundian

nomor urut;

b. Susunan acara (Rundou.rn) pengundian nomor urut;

c. Alat dan tata cara pelaksanaan pengundian nomor urut; dan

d. Undangan dan jumlah pendukung yang dapat hadir dalam

pelaksanaan pengundian nomor urut.

2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Rapat Pleno Terbuka

pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh Pasangan Calon yang

telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 9 Juli 2O2O.

3. Pasangan Calon wajib hadir dalam Rapat Pleno Terbuka pengundian

nomor urut. Bagi Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat hadir

dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut menyampaikan alasan tertulis

yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan nomor urut dan

penandatanganan pada Rancangan Daftar Pasangan Calon dilakukan

oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
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4. Setelah dilakukan pengundian nomor urut, Pasangan Calon

membubuhkan tanda tangan pada Rancangan Daftar Pasangan Calon

sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama

lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan.

5. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon disusun dalam Daftar

Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten

Pangandaran berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

6. Tata cara dan teknis pelaksanaan pengundian nomor urut dilakukan

oleh Kelompok Kerja Pencalonan.

C. Pengumuman Pasangan Calon

l. KPU Kabupaten Pangandaran setelah menetapkan Pasangan Calon dan

melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon, segera

mengumumkan Pasangan Calon pada tanggal 9 Juli 2O2O.

2. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman, laman dan

akun media sosial KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 1 (satu)

hari setelah pengundian nomor urut.

3. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan dan

telah diumumkan digunakan untuk:

a. Menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;

b. Mencetak surat suara;

c. Keperluan kampanye; dan

d. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari

pemungutan suara.

m
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BAB VIII

PENUTUP

1. Pedoman Teknis ini digunakan sebagai pedoman tahapan pencalonan.

2. Pelaksanaan Pedoman Teknis ini yang bersifat lebih rinci diatur lebih

lanjut oleh Kelompok Kerja Pencalonan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

dengan aslinya
dPU K{B U PATE] P.{:.iGA}iDAR{}i

Hukum.

, sll

ttd

\
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 237 /HK.O3.r-Kpt/32t8/KPU-Kab/x/2O19
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2O2O

FORMULIR PENCALONAN PADA PBNYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

A. Syarat Calon

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

2. MODEL BB.2.KWK

DAMAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O

3. MODEL BB.3_KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA

MILIK NEGARA (BUMN}/BADAN USAHA MILIK DABRAH (BUMD)

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL 8.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL B.2-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN

PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B.3-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI

POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON

BUPAT'I DAN WAKIL BUPATI

5. MODEL B.4-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH
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C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

1. MODEL B.KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL 8.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

s. MoDEL B.l-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

5. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

D. Berita Acara Perseorangan

1. MODEL BA. 1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN

SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DATTAR PEMILIH TETAP

DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL 8A.3.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON.PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI
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6. MODEL BA.S-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

8. MODEL 8A.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT

KECAMATAN

9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KE.IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI

TINGKAT KECAMATAN

1O. MODEL BA.7 KWK.PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

1I. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KE.IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI

TINGKAT KABUPATEN

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. MODEL TT. I-KWK DUKUNGAN PERSEORANGAN

TANDA TERIMA BERKAS DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL T'I. I-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT. I-KWK

TANDA TERIMA PENDAF-TARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI

3. MODEL TT.2.KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
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5. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP

PERBAIKAN-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN

ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

F. Masa Perbaikan

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PERBAIKAN

a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL

DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI

b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACAR,A HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN

DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI

c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAF"TAR

PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFIAR PENDUDUK POTENSIAL

PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN

PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

f. MODEL BA.s-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN

PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

c. LAMPIRAN MODEL BA.S-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
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h. MODEL 8A.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI

TINGKAT KECAMATAN

i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KBJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DAI/.M PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

j. MoDEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI

TINGKAT KABUPATEN

K. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KE"JADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PERBAIKAN

A. MODEL B.I-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI

b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF}

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

C. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI
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MODEL BB. T-KWK

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*I PANGANDARAN

TAHUN 2O2O

Yang bertandatangan di bawah ini:

a. Nama

b. NIK

c. Jenis kelamin

d. Pekerjaan

e. Tempat dan tanggal

Lahir/ Umur

tahun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

l. Bertaqwa kepada Ttrhan Yang Maha Esa;

2.Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan

17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

4.Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur"), Bupati

atau Wakil Bupati"), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua)

kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat

(1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;

5. Belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil

Bupati, Calon Walikota atau Calon Walikota di daerah yang sama;

b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon

Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

c. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama.

6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati

Pangandaran;

1

f. Alamat tempat tinggal:... .... ..
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B.KHUSUS

Beri centang
Pada kolom ini Uraian Status Khusus

Terpidana karena kealpaan ringan (culpa leuisl yang menjalani

pidana tidak di dalam penjara

Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di

dalam penjara

Terpidana lain yang menjalani pidana tidak di dalam penjara

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya

paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan

bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan

Terpidana kejahatan seksual terhadap anak

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum

iadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar

narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap

anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik bahwa saya adalah:

a. mantan terpidana; dan

b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil

Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari

daerah lain
bersedia untuk cuti diluar tanggungan negara selama masa

kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan

diri di daerah vans sama
telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/ Penjabat

Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia

mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota

DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional

Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara

Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon

3-
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[bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau
I

lsebutan 
lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

lbersedia 
mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak

lditetapkan 
sebagai Pasangan Calon

[bersedia 
berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara

latau 
Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai

lPasangan 
Calon

lbersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi,KPU
l

fKabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
I

lKabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati*)

MATERAI

Keterangan:
*)Pilih salah satu.

w
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)t() t) E t- lt lt.2- K\\ K

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BTJPATI,/WAKIL BUPATI*) PANGANDARAN

TAHI.JN 2O2O

A.Data Pribadi

a I-engkap

Terlpat./Tanggal Lalrir

NIK

Alamat 'l-ern pat Tir.rggal

-lcnis Ke'lanr in Laki-laki/Perem puan*)

St:ltus I)!- rkn\\ inalr Karr,in,/Belun.r Kawir.r./Pernah Kawin*)

Enra il

-.1

Aganra

NPWP

Hobi

Moto H idup

B. lL irr alat l)encliclik:ur**)

Jen.jzrng

Per.rdidikan o fntal

lnstitusi Tah u n( n.rasuk-lu ltrs)

t'-j

LJsia

l-ah unI lr stitLrsiJenjang

Pendidikan lnforrnal

Ir
L

C. l'engalanrarr I)e ke rjaan * x)

Jabatan In stil trsi Tahun

gl
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D. Pengalaman Oreanisasi**)

.l ab:rtan

E. Ptr blikasi** )

F. Penghargaan+*)

Narna Perrgha lgtra rr Ir.rstiltrsi Tah un

G. Data Keluarga

Hubungan Keluarga Narna Pekerjaan

Istri./Suami
-l ur.n lah Arrak
Ar.rak I

l
i. clst...

H. Lain-lain:....

Daltar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk
sebagaimana rnestinya dan bersedia,/tidak bersedia*) dipublikasikan
Kabupaten -

digunakan
oleh KPU

.2.0.....

Yang Membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati

Matera i

lnstitusi 'l'ahun

'I al.rur.rTerbitJ trdul
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Mengetahui***),
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain
Kabupaten Pangandaran

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai............

Ketua Sekretaris

( ) )

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai............

Ketua Sekretaris

(

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai............

Ketua Sekretaris

( )

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu.
2. **) Dimulai dari tahun yang lebih awal.
3. ***) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

l)
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MODEL BB.3-KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMDI*}

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama :......................

b. NIK

c. Nomor Pegawai

d. Jenis kelamin

e. Tempat dan :......

tanggal lahir/ umur
....tahun

f. Alamat tempat tinggal

I menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada

BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan

Keputusan Pemberhentian yang ditanda tangani pejabat yang berwenang paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan se bagaimana mestinya.

20...

MATERAI

Keteran
-) wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan

diserahkan paling lambat s (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.
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SURAT PENCALONAN
CALON BUPATI DAN WAIilL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan

Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partar

Gabungan Partai Politik*) yang meliputi:

atau

1. Partai dengan perolehan kursi/ suara sah*)

kursi/ suara*);

2. ParIai dengan perolehan kursi/ suara sah*)

kursi/ suara*);

3. Partai dengan perolehan kursi/ suara sah*)

kursi/ suara*).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak.

Kursi/ Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 2Oo/o dari jumlah kursi

DPRD Kabupaten sebanyak kursi atau paling sedikit 25oh dari akumulasi

jumiah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

sebanyak suara sah.

Nama Pasangair Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan:

l. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati

, ..Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon

Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan

Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

MODEL B-KWK
PARPOL

1
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Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

20 ....

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua Sekretaris

Matera i

( ) (

Partai

Ketua Sekretaris

Materai

(
)

Partai

Ketua Sekretaris

Mate ra i

(

*) pilih salah satu.
. setiap halaman dibubuhi paraf oleh pimpinan partai politik atau Gabungan

Partai Politik.

1

2

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*l/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)

Kabupaten Pangandaran

) (

Keterangan:
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KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR:

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CAI.ON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pangandaran,
dan berdasarkan usulan Dewan pimpinan Tingkat

MODEL 8.1-KWK
PARPOL

DewanProvinsi/Kabupaten /Kota*) Partai
Pimpinan Tingkat Pusat Partai memberikan
persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

l. Nama Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pangandaran

Demikian keputusan
sebagaimana mestinya.

ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

20.....

Dewan Pimpinan Pusat

Partai.

Ketua Umum
atau Sebutan Lain*|

Sekretaris Jendral
atau Sebutan Lain*l

Materai

Kete
*)Pilih salah satu

(
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SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/

GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten
Partai........... .. atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten
Pangandaran yang meliputi:

1. Partai

2. Partai

3. Partai

menyatakan:

dan

dan

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah

diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK
PARPOL) atas nama:

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

20...

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)

Kabupaten Pangandaran

Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

Partai

Ketua Sekretaris

Matera i

)

MODEL B.2.KWK
PARPOL

-62-

( ) (
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Partai

Ketua Sekretaris

Partai

Ketua

Materai

Materai

(

(

)

)

(

Sekretaris

( )

Keterangan:

1. .) pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik
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PERNYATAAN KESEPAI(ATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)

DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B.3.KWK
PARPOL

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan :

1. Partai
2. Partai
3. Partai

dan

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan
1. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil Bupati :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sesuai ketentuan Undang-
Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat denan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

20

Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

Ketua Sekretaris

Materai

Partai

Ketua Sekretaris

Materai

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*f

Kabupaten Pangandaran

Partai

( ) ( )

( ) ( )
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Partai

Sekretaris

Matera i

Pasangan Calon

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik

Ketua

-65-

( )

) )

Keteranqan:

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

-66-

PERNYATAAN KESESUAIAN

NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN

CALON BUPATI DAN IVAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat

Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*)

Kabupaten Pangandaran yang meliputi

1. Partai

2- Partai ...............;dan

3. Partai. .

menvatakan bahs'a naskah visi, misi, dan program pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran telah sesuai dengan Rencana pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

.20...

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain-l
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*f

Kabupaten Pangandaran

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua Sekretaris

Matera i

MODEL B.4-KUIX
PARPOL

) ( )
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Ketua Sekretaris

Materai

Partai

Ketua Sekretaris

Materai

Keterangan:
I . *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai politik atau Gabungan

Partai Politik.

-67 -

Partai

( )

)( )

w
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MODEL B-KWK

PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil Bupati :

Mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Pangandaran dengan jumlah pendukung ...... orang
( .. .......%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten
Pangandaran Nomor 239 lHK.O3.l-Kptl 32lB IKPU-Kab lxl2Ol9 tentang
Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bagi Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2020

Surat pencaionan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara
rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU
Kabupaten serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini
digunakan sebagaimana mestinya.

dibuat dengan sebenarnya untuk

Calon Bupati
....20...

Calon Wakil Bupati

(.... .........o/ol

Materai

Ke terangan
*) Pilh salah satu.

( ( )
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALONPERSEoRANGAN DALAM PEMILIHAN suPAii oaN wAKIL BUPATI

Desa
Kecamatan

Yang bertandarangan dibawah ini,saya :

1. Nama
2. NIK
3. Jenis Kelamin
4. Alamat
s. RT/RW
6. Tempat Lahir
7. Tanggal Lahir
8. Status Perkawinan

2. Calon Wakil Bupati :

: Belum Kawin/Sudah Kawin/pernah Kawin*)

Kabupaten
Provinsi

: Pangandaran
: Jawa Barat

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukungPasangan Calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil BupatiPangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

Sebagai bukti dukungan pasangan Calon perseorangan, dalam SuratPernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda penduduk
Elektronik atau surat keterangan ya,g diterbitkan oreh dinas kependudukandan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakansebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukanketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, sayabersedia mempertanggungiawabkan 
".."." hukum sesuai ketentuanperaturan perundang-und_angan yang mengatur tindak pidana pemilu

dan/ atau Undang-Undang Hukum pidana.

Yang Membuat pernyataan,

MODEL 8.1-KWK
PERSEORANGAN

(........................................1Keteranqan :
*) Pilih salah satu.
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Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung

pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2O2O, atas

nama

I . Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Eleiitronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya. Apabila temyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami

mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau

undang-Undang Hukum Pidana.
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-73- MODEL B.2.KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O20 atas nama:

L Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Kabupaten sebanyak orang;

2. Jumlah Kecamatan sebanvak Kabupaten/ Kota;

3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten sebanyak orang dan Kecamatan.

4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan
(.....%t;

5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di
atau setara dengan (.........t/"1

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Kecamatan

No Nama Kecamatan Nama Kelurahan/Desa Jumlah dukungan

I 2 3 -l

I I orang

2 orang

3. dst......... orang

2 I orang

2 orang

a orang

3 I orang

2 orang

3 orang

orang
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4 I . orang

2 orang

.) ...... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

MATERAI

Keteranqan:
*) Pilih salah satu.

( )
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PERNTATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRA]VI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Nama Calon Bupati :

MODEL B.3-KWK
PERSEORANGAN

2. Nama Calon Wakil Bupati

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, telah sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

IVIATFRAI

Keterangan:
*) Pilih salah satu
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BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN

DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.1-KWK
PERSEORANCAN

Pada hari ini tanggal bulan ............... Tahun dua
ribu .... bertempat di , KPU Kabupaten Pangandaran
telah melakukan verihkasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan

Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
Tahrr, 2O2O atas nama :

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon

Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang

terdapat dalam dokumen asli hardcopg formulir Model 8.I-KWK
Perseorangan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model 8.1-KWK

Perseorangan;

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang

terdapat dalam so.lftcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verilikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran

dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopg formulir Model B'1- KWK

Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di .............' ' ' ' 'o/o

Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak ...............'..........
Kecamatan, serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*)
jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas

Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B'1-

KWK Perseorangan sebanyak pendukung, serta dinyatakan
Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dukungan'

3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopg formulir Model B. 1- KWK

Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di
Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak ......
Kecamatan.

. .. .. -. -Yo

W
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Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2
dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat
atau tidak memenuhi syarat*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. I (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;

3. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

Keterangan:
*) Pilih salah satu

l\o NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA

PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal ................ bulan Tahun dua
ribu ...................... bertempat di ................ , KPU Kabupaten Pangandaran
telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung
dengan bukti pernyatan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangardaran Tahun 2O20 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati

. Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Ba-kal

Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan, KPU

Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor lnduk Kependudukan nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir
Model B. l-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau

surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan

sipil.
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. verihkasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verilikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat

usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di

atas sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL 8.1 KWK PERSEORANGAN

12l

MODEL BA.2.KWK
PERSEORANGAN

Jumlah

TMSMSAwal
{3)

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

(1)
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Selanjutnya pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat
sebagaimana tersebut pada kolom (2) table diatas dilakukan verifrkasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan

2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.
Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1(satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten/ Kota
3. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pagandaran

Keterangan:
*) Pilih salah satu

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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MODEL BA.3-KUIX
PERSE'ORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA

PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini .............. tanggal . bulan Tahun dua

ribu bertempat di , KPU Kabupaten Pangandaran

telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan

Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O, atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan

Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau

Daftar Pendudr-rk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi melakukan

kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.I-KWK Perseorangan

dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau

daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verilikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon

sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak

Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar

terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan

koordinasi / klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4

dilakukan verifikasi faktual.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. I (satu) rangkap untuk PPK;

3. I (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil

klarifrkasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Kota;

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I Ketua

2 Anggota

J Anggota

4 Anggota

5 Anggota

J
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BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

MODEL 8A.3.1-KUII{
PERSEORANGAN

Pada hari ini .............. tanggal ..

ribu ...................... bertempat di........... Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian kesesuaian
antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Hasil klarihkasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum
dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran
Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten; dan
2. I (satu) rangkap untuk arsip.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Kabupaten Pangandaran

bulan ............... Tahun dua

NO Uraian Jumlah
1 yang status

2 Jumlah Pendukung yang
kependudukannya tidak benar

status

) Jumlah Pendukung yang tidak dapat
dinyatakan status kependudukannya.

Jumlah Pendukung
kependudukannya benar.

(
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MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

Pada hari ini tanggal

bertempat di

Tahun dua

KPU Kabupaten

kegandaan terhadap

dan Wakil Bupati

bulan

ribu

Pangandaran telah melakukan verifikasi dugaan

dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O, atas nama :

I . Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1 . Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan

Calon perseorangan; atau

Hasil verihkasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang

dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara

Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

Uraian

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1

(satu) kali kepada I (satu) pasangan calon

perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung
1 (satu) dukungan.

NO Jumlah
Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-

KWK Perseorangan.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih

dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap

dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi

faktual status dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi
jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu)

dukungan.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

2. I (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten; dan

KPU Kabupaten Pangandaran

No NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

o Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu . . . ... bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil
penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

2.'Bakal Calon Wakil Bupati

Dalam penelitian faktual, Panitia pemungutan suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal pasangan Calon
Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung
bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan
dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui
di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung
tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran
dukungan;

Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta
dukungannya kepada Bakal pasangan Calon perseorangar, bagi
pendukung vang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke ppS paling
Iambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;

C

MODEL BA.s.KWK
PERSEORANGAN
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d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta

dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap

dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

A. HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui
sebagaimana tersebut pada kolom 3 tabel diatas, dilakukan koordinasi dengan
Bakal Pasangan calon dan/atau Tim penghubung Bakal pasangan calon
untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan
yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun
hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui
sebagaimana tersebut pada kol0m 3 tabel diatas, diberikan kesempatan
datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua.
Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAIT KEDUA

MS

Jumlah

MS TMS Tidak Dapat Ditemui
(l) t2l (3)

Jumlah

MS TMS Tidak Dapat Ditemui
(l)

12t (3)

Jumlah

TMS TMS Karena Tidak Dapat
Ditemui

(1)
12) (3)
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Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada hurufA,
huruf B, huruf C disimpulkan sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN TAKTUAL

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap

. bakal pasangan calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

URAIAN MS TMS

t2) (3)

Jumlah keseluruhan hasil
penelitian faktual

Kolom (1) Tabel A + Kolom
(1) Tabel B + Kolom (1)

Tabel C

Kolom (2) Tabel A + Kolom
(2) Tabel B + Kolom (2)

Tabel C + Kolom (3) Tabel
c

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

.) Anggota
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LAMPIRAN MODEL BA.5
KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : ...............

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

d. TTL/Umur

e. Jenis Kelamin

tahun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah
mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pangandaran,
atas nama:

1. Bakal Calon Bupati

2. Bakal Calon Wakil Bupati

dan bersed.ialtid.ak bersed.io*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada
Surat Pernyataan ini.

20....

Yang membuat pernyataan

KeteranEan:

*l Pilih salah satu.

(

tr
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REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

MODEL 8A.6.KWK
PERSBORANGAN

Pada hari ini .............. tanggal
ribu. .. ... ... . ... .... .,... bertempat di ... . .. . .

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020
berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap
dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

bulan Tahun dua
, PPK ........................ telah

2. Bakal Calon Wakil Bupati

Dalam rapat pleno rekapitulasi
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK
kegiatan sebagai berikut :

dukungan Bakal Pasangan Calon
telah melakukan

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat
Kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan
oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi.

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka l, ada/tidak ada *) keberatan dari
pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):

PPK menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
lerseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran
Formulir Model BA.6 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan Calon
Perseorangan di tingkat Kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang
telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut:

1. Bakal Calon Bupati
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table diatas,
jurnlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi
dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi svarat adalah

sebanyak ........ orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota ppK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten disertai dokumen dukungan;

3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas pemilihan Kecamatan;

4. 1 ,(satu) rangkap untuk arsip ppK.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

J Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

I
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PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2O2O di Kecamatan Kabupaten Pangandaran
Provinsi Jawa Barat telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau
pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan *):

..20

BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON*)

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadiar Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua ppK, dan apabila
terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon perseorangan/Tim Bakal
Pasangan calonPerseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal pasangan
calon Perseorangan/Tim Bakal pasangan calon perseorangan dan Ketua ppK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

LAMPIRAN MODEL
BA.6-KWK

PERSEORANGAN

KETUA
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REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

Pada hari ini tanggal ... bulan Tahun dua

ribu bertempat di KPU Kabupaten

Pangandaran telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal
pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 202o berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh ppK

terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KpU
Kabupaten Pangandaran telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

l. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon perseorangan di tingkat
Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh ppK dan
mengumumkan hasil rekapitulasii

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada") keberatan dari bakal
pasangan calon f tim penghubung / panwas Kabupaten.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon
atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak
bersedia") mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke
Formulir Model BA.7-KWK -perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal

dalam Lampiran

Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan oleh PPK, sebagai berikut:

Pasangan Calon

MODEL BA.7-KU'K
PERSF,ORANGAN
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas,

jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi

dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak

.......... orang. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan

sebagai berikut:

Demikian Berita Acara ini dibuat 3 (Tiga) rangkap, dan masing masing

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan sebagai dokumen

untuk melakukan pendaftaran;

2. I (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;

3. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten;

KPU Kabupaten Pangandaran

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

"*) Beri tanda [!] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

.)

NO. URAIAN
JUMLAH

DUKUNGAN

JUMLAH

SEBARAN

1 Pendukung yang Memenuhi

Syarat Berdasarkan Hasil

Rekapitulasi Dukungan Paslon

Perseorangan

2 Pendukung yang Memenuhi

Syarat Berdasarkan Hasil

Rekapitulasi Dukungan

Perbaikan Paslon Perseorangan.

3 Pendukung yang memenuhi

syarat

No NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I Ketua

2 Anggota

Anggota

4 Anggota

i) Anggota
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PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam pemiiihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2020 Kabupaten Pangandaran telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus
dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon
Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan") :

BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA

Keterangan:
") Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU

Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon

Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama

oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan

Ketua KPU Kabupaten.

20

LAMPIRAN MODEL BA.7-
KWI{ PERSEORANGAN

ry)
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BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN

DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari tn1 tanggal bulan
Tahun dua ribu , KPU KPU Kabupaten

Pangandaran telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran
dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

I . Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupati

Dalam veriltkasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai
berikut :

a. Melakukan verifikasi terhadap dukungan perbaikan dan persebaran yang
terdapat dalam dokumen asli hard.apg formulir Model 8.1-KWK
Perseorangan Perbaikan;

b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model El.1-KWK
Perseorangan Perbaikal;

c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam soficopg formulir Model B.I-KWK Perseorangan
Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di KPU Kabupaten jumlah kekurangan dukungan sebagaimana
terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan sebanyak .............. pendukung dan
tersebar di ..... . kecamatan.

Hasil verilikasi administrasi jumlah minimum dukungan
perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopg formulir Model 8.1-
KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar

, di ...,.........7o Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak
.. Kecamatan, serta dinyatakan Kurang Dari / Sama

Dengan / Lebih Dari") jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model Et.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak
pendukung,*), serta dinyatakan Kurang Dari / Sama Dengan / LeLrih
Dari*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

MODEL BA.I-KWK

PERSE ORANGAN PERBAIKAN
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3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopg formulir
Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ....... orang dan
tersebar di ...............yo Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau
sebanyak Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka I dan angka
2 dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat
atau tidak memenuhi syarat*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-
masing rangakp ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/ Kota;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

Keterangan :

*) Pilih salah satu

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

2 Anggota

.) Anggota

4 Anggota

5 Anggota

1
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BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA

PENDUKUNG PERBAIXAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari lnl tanggal bulan
, KPU Provinsi atau KPUTahun dua ribu

Kabupaten/ Kota") telah melakukan verifikasi terhadap
jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O20 atas
nama:

1. Calon Bupati

PERSEORANGAN PERBAIKAN

MODEL BA.2.KWK

2. Calon Wakil Bupati

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan
perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupten/Kota melakukan kegiatan
sebagai berikut :

1. Mencocokan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis
kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir
Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil;

2. Verfikasi kesesuaian antara alamat pendukung dan daerah Pemilihan;

3. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;

4. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah adminitrasi
PPS;

5. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan
syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan
tersebut diatas sebagai berikut :
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HASIL VERIFIKASI ISI

FORMULIR MODEL B. I-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

JUMLAH

AWAL MS TMS

(t) (2) l3)

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan
verilikasi:

1. Kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan

2. Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau
Kabupaten/ Kota

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

Panwaslu

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

Anggota

Keterangan:
*) Pilih salah satu

J.

1.
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BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA

PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP

DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan

Tahun dua ribu , bertempat di

KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi

terhadap kesesuaian data dukunga perbaikan Pasangan calon Perseorangan

dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial

Pemilih 'Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O, atas nama :

I . Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam verfiikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan

perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten

melakukan kegiatan verihkasi kesesuaian antara formulir Model 8.1-KWK

Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau

Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan

pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung

sebanvak orang yang tidak tercantum dalam DPI dan/atau DP4

sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung

tersebut dilakukan koordinasi / klariirkasi dengan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT

dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

MODEL BA.3.KIIIK

PERSEORANGAN PERBAIKAN
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Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
5. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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BERITA ACARA

HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

MODEL BA.3.1-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

bulan ............ tahun dua ribu
....... bertempat di , Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran telah melakukan penelitian kesesuaian
antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak
tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kepen-dudukan dan
Catatatn Sipil Kabupaten Pangandaran.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kota; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Pada hari ini .................... tanggal

)

20......

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Pangandaran

(

No. Uraian Jumlah

1
Jumlah Pendukung Perbaikan yang status
kependudukannya benar.

2
Jumlah Pendukung Perbaikan yang status
kependudukannya tidak benar.

Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak
dapat dinvatakan status kependudukannya.

-105-
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BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.4.KWK
PERSEORANGAN PERBAIXAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di KPU Kabupaten
Pangandaran telah melakukan verifikasi dugaan
dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati
Pangandaran Tah1j.n 2O2O, atas nama :

I . Calon Bupati

kegandaan terhadap
dan Wakil Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati , meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali kepada I (satu)
Pasangan Caion perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung
dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita
Model BA, 1-KWK Perseorangan, sebagai berikut :

yang
Acara

Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-
KWK Perseorangan.

I

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari I
(satu) kali kepada I (satu) pasangan calon
perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung
I (satu) dukungan.

3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada
lebih dari I (satu) pasangan calon, dan sementara
tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan
verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang telah
memberikan dukungan kepada pasangan calon
perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat

J Pendukung yang telah memberikan dukungan
kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan

JumlahNo, Uraian
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memenuhi syarat

Pendukung pasangan calon perseorangan yang
dinyatakan memenuhi syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

l. I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

2. I (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;

3. I (satu) rangkap disampaikan kepada PPS; dan

4. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten;

KPU Kabupaten Pangandaran

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

6.
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BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
bertempat di , Panitia Pemungutan Suara

(PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan
perbaikan dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
Tahun 202O atas nama:

1 . Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan
Calon untuk menghadikan seluruh pendukung di wilayah desa pada waktu
dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokan dan meneliti
,kebenaran dukungan perbaikan;

b. Mencocokan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada
huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir
verihkasi faktual;

c. Mencocokan kebenaran nama dan alamat pendukung, dan dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan.

d. Mencocokan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakii Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut :

A. HASIL PENELITIAN FAKTUAL

JUMLAH

MS TMS TIDAK DAPAT DITEMUI
(1) t2t t3t

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui

sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke kantor

MODEL BA.s-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

w
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PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil

penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebaga berikut :

B. HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN

JUMLAH

MS TMS
TMS KARENA

TIDAK DAPAT DITEMUI
(1) t2l (3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A

dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Demikian Berita Acara ini dibuat dala 5 (lima) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap

Pasangan Calon Perseorangan;

3. I (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;

4. I (satu) rangkaP untuk PPL;

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS'

1

JUMLAH MS TMS

(rl l2t t3)

Jumlah keseluruhan
hasil penelitian faktual

Kolom (1) Tabel A +

Kolom (l)Tabel B

Kolom (2) Tabel A +
Kolom (2) Tabel B +
Kolom (3) Tabel B

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

2 Anggota

3 Anggota
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SURAT PERITTATAAN

TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

d

e

TTL/Umur

Jenis Kelamin

tahun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tldak Pern.o,h

mcnduleung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

Tahun 2O20 atas nama:

l. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

dan bersedlaltidak bersedic*,f membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

Surat Pernytaan ini.

20......

Yang membuat pernyataan

Keterangan :

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN MODEL BA.s.KWK

PERSEORANGAN PERBAIKAN

E
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REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DI TINGKAT KECAMATAN

MODEL BA.6.KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

ribu ......-.....
Pada hari ini .... tanggal bulan tahun dua

bertempat di .. PPK

telah melakukan rapat pllno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
202O berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oeh PPS terhadap
dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1 . Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
telah melakukanPerseorangan di tingkat kecamatan, PPK

kegiatan sebagai berikut :

Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan
oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

I

2. T6rhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan

Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak
keberatan dari pasangan Calon/ tim penghubung/Panwas Kecamatan-

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2*")

PPK menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau
Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/ tidak
bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus kedalam Lampiran Model

BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Psangan Calon

Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitial faktual yang

telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut I

Calon
ada*)
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas,

jumlah pendukung pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan

di tingkat kecamatab yang dinyatakan memenuhi syarat adalah orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

i. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;

3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) Beri tanda (J) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

NO. NAMA TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

i) Anggota

JABATAN
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LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
Tahun 2O2O di Kecamatan ...... Kabupaten Pangandaran Provinsi
Jawa Barat telah terjadi/tidak terjadi") kejadian khusus dan/atau pernyataan
keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan*) :

20

BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON*}

KETUA

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila
terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasargan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

w
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REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KABUPATEN

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu
bertempat di , KPU Kabupaten / Kota

telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukunga perbaikan oleh PPK

terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1 . Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupati

Dalam rapat pelno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten,
KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan keigatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasngan Calon Perseorargan di tingka
- Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh

PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasngan Calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*)

keberatan dari Pasangan Calon/ tim penghubung/ Panwaslu Kabupaten.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **) :

KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau
Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/ tidak
bersedia *) mengisi Pormulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran
Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat. Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut:

MODEL BA.7-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

bulan
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2

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas,

jumlah pendukung Bakal PAsangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi

dukungan di tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak

... ...... orang

JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG
MEMENT'HI SYARAT

Demikian Berita Acara ini di buat dalam rangkap 4 (empat), dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen

untuk melakukan pendaftaran;

2. I (satu) rangkap Panwaslu Kabupaten Kota;

3. I (satu) rangkap untuk KPU Kabuppaten/ Kota melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/ Kota;

KPU Kabupaten Pangandaran

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
**) beri tanda ({ pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
***) Diisi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota.

NO. Uraian Jumlah
dukungan

Jumlah sebaran

I Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan hasil
Rekapitulasi Dukungan Paslon
Perseorangan
Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan
Perbaikan Paslon Perseorangan.

3 Pendukung yang Memenuhi
Syarat

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I Ketua

2 Anggota

Anggota

4 Anggota

J Anggota

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

-r20-

PERNYATAAN KF^'ADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DI TINGKAT KABUPATEN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat telah terjadi/tidak
terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan
Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan") :

20 ....

BAKAL PASANGAN CALON/ TIM
BANAL PASANGAN CALON*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN /KOTA

KETUA

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila
terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

LAMPIRAN MODEL BA.7.KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN
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MODEL TT.1-KWK DUKUNGAN

PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

BERKAS DOKUMEN DUKUNGAN

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bahwa pada hari tanggal ......... bulan ....... tahun ....... ( ),

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardcopg dan soficopg yang akan

diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Penyerahan Berkas

Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 202O sebagaimana terlampir.

Pangandaran,

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Nama lengkap dan tandatangan Nama lengkap dan tandatangan

telah diterima berkas dokumen dukungan calon perseorangan sebagai bagian

dari persyaratan pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati I

( )
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LAMPIRAN TANDA TERIMA

BERKAS DOKUMEN DUKUNGAN

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Identitas Bakal Calon

a. Nama Bakal Calon Bupati:

b. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

2. Dokumen Dukungan

a. Jumlah Dukungan

(

b. Jumlah Sebaran

Kecamatan

3. Rincian Dukungan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

r0

No Kecamatan Jumlah Dukungan
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Pangandaran

yang Menerima,

Nama lengkap dan tandahngan Nama lengkap dan tandatangan

20
Yang Menyerahkan,

) (
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MODEL TT.1.KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bahwa pada hari
, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan

tanggal bu 1an........... tahun
dan

persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran
Pasangan Calon Bupati ddn Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

20....

Yang menyatakan, Yang menerima,

Nama lengkap dan tandatangan Nama lengkap dan tandatangan

CAP

( ( )
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TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL TT.2-KWK

Bahwa pada hari tanggal bulan

tahun telah diterima dokumen perbaikan persyaratan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati:

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan

diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

( (
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BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA.HP.KWK

Pada hari ini tanggal ................ bulan . Tahun dua ribu
.. bertempat di , KPU Kabupaten Pangandaran telah

melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan
Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan
dankeabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut
dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KpU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. I (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Kabupaten Pangandaran

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

Anggota

Anggota

4

J

NO.

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

5Ezr<c02
=O:lrl6<Bo-z:a:"o.
9EEcuhuii$da
db0E *!i
Za

d
a

LU

o
cgo
(n

d
r0
C6

dz

z
o
2
2
o,l
o
2ri
A
2
,
<!rck<&)"POQ
uHi:al
E*a2p<
lcio-.
O t-,

AL<Dila
ie
=EEJ
?Ez*
JEi<rI>Eo2troE-)tr<
2t)<zEI
Fldad4<
E}
4&
gH
o

t
d
a
tr
z
E
E
a
rI

$

X
B
X
A

<
tr
,-1ri
o
E

z
&
a
E

'I
F
Hv

=p
2AFE<atrEt
la
n
F

=It
zsg?
aa
E

o
A
2

o
trl

a
X

oz

F
FI
a
2
f.iq

o
E

z
a
E

X

z
a
2
A
g

a,]
a
X
z

Fl A

z
H
Ep
o
A
a
z
a,)

o

>
g
m
()

o
E

:d d cd

s: d*
Fd 3 E

t
(n6o >.,cf c3i 55b! Ji- c .ll (g

= o 5 .:io. o= booootr}<:<O.E

6
cd

a
0)

0)

'o

>
cr)

tri
0)

o

cd

o
o
o
o.

oz

x
F,
rI
o
A

t
&
A.

il
n
z
o
'-l
o

C.l

2
o
2
d
ollo
Ea
A

H

o
2
o
tt
o

Ee

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

2
o
2
d
frl
FaI

n

a
F

A

zti
E

I
o
n
a
2
H?

Ei
m
O
E
o

N
d
m
O

o

00.-i .-iloa
t>>
TJOO
r&&
0J ,1
Po-=
(i- d
(!3,'di:. rii

i- (glctrl a
" ba l".. U0>

E€riis
iri -C cS Y
!^6i-.-
:: d \,,1 l.
,ts'd < g'qocd
l-orO

c (( 
=d(gO <Y

aH(gcr]

0.(! =r coord
Y d:< 0.

tr cd iu i"n

*E #p
l'ooc-;tr(sd
in >'! tr9n SnEjicc-
or <d O.-o= o;
-c € r.4(! bocd=
Fo, tr
o. *;- -jjtv
*c93

"!-?{:5^o=3

S c c*
e-uI aq) tr LY-.. $ _?'irdulp+:P5
J0.rUdnl(, -o -o xo

bo

d

(d

(g

(Ji

a'fo!o
(5

aE
Cd
d'rtbo-r_ (S6c!(g
CAo-
dtro(d

i9
-ots
bo6
cd .dc0'i

ar.
(gd
dJ
O.a
G)
il(g
..dEo

dn: cd

o-o
E d'A
a.Jl-

ood
d

ft!(g
mEo
d

d
o

bo

cd

(d0.
u0([

o.-

a)

d

d+

o 0-)a9
;

'= tr cd o.!!ccdj, d'd
d ()'d (!

q.) {, :1 (L)

.-, ).:
.ri.-(gJ

3EE.E';1 o o)6a E a

= 
v d+j

i: bb -ll 6(L).rr--;5E
bo.-- q'
- OI) r. -YHCo>t:6
tr *d (g

O.dl -E xg x
(nL!J

" EEl
-v; o Xd.= o.*

; rlj _.CS:"n v
bo:i c d
m ts.9,o cs

'6E
trdu.-
b0 l9
o
F(tr-c
.. cd

(E6
a-ti
'aa
'-F
d6)

dj
b0 cg

(s5
!o
Eqii:cd
!= d
i: tre
aE 8.

oz c.l cc <- U) \o

2zri<E<D<v@A
MX

x1
Eo;(n<ax
JO
qE
EH

E

L--
d-

6T
i7
!3aj
o

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

o0cco(d=

L=
Y^ bo
:I DI)

$og
(L)rr
o.ao
r< c,)
CE ..

6

b0c
dJ
O-r
o-C

-c-s
i:d
a5 d

ii

c!
-o

d
(n

d

=uc

cC

-odo

6
oa

(n

(!

(d
o
(d

tr

-o
(6

((
(d

c' []rO6

(gdra-
u=o&
cd.!
(Ll 't'

6

00 !u

H.q
od
(J r-rr
.\(s6
-ccod
'a O-

O

cd

d
cd

(d

6
E
L
O

iJLrtr.J

cd Lu d .'i

olv
C:(gdcd- xGx k(,.ro:uEh6-0ao XX t-
or '! - 

0)

u;hr
o{o63
!? i: x'6 a

.hi .3d! ;a
rsPEEd-(nd-
o ($ .91 ?
E3E'HE-t E he'
e -O d.OfE;EF
i, o. ir o.tr
<i

a
C6

C)

a
C,
-o

..)

o
E

.'t
o

d
d
d
L
(d

(!
ci
a
o

J4
O

({
o
b0

(0

d

d
bo

o

cna

a
o.

d

d

E

(E(n
'.1 L;,
Oait
.-d6o.
J( r-d,
a)
t h?ho.x c
:iv(/)

6!f
(I).JIY

"cE'5 r--
j(gd

(bEq
:

!B C'E,(s6
_Cj(!
!!;

EEH
X60 y
oJ(gIe

bo.o strid
Ly€
a <d o..t'

6 >, J(
9a
iuo(d
od0)
EO O

d
d:Yd
.i (U-^6m6
d

d

a)
!a

(6

C(

d.t
a
oa

d
a

.c

@
$

6
(!

(!

d

O

tr =i (n x
TEtE.E.\.;u;(6 _ tr o
r:9i! s f
E ts.=T E
C -D! o
d > ';il
>aEE-V
cg *C 

- d
G E 6 H!
HS uoHEo Cts otr 'F= (d ri
€Eg_3k)\tr 6c
$ r &t€
.'3T H€ F
a r 

^, =

tr"cf;
A uo=6.X
dE33E

6
o

E

-c

cd

(d

(.)
JIl.q)

-o

O

0!

d

cd
bo

oo
(d
a

J
0-

Ji

6
d
d
C6

HP
d-O

eq
'id
q(d
(t)o
a .y,

Edi
iJ -U

ddto tr
Co
d'F
.y o.
J4

6

<'o
aa"

Cd

E
O

t-

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

o
<-

a

d
(d.9

d:<
o.(6

6c!
-c b0do
o->(g
;l dxu0
6C

-o+i o.

(d(!

(dd
fuax

l-
o

do

(,)

-o

o
o.

(n

d

d

o(g
bo a'6
aG e>,= b'
! ...-
.e-6 H

Ebo
0,, O=
Fil.

6o c

.* i(trd\.u
00E h
(Ec6*
-y u0(g

J(d5
- hL(6:d
.-r aJ 0J(,trtr

(d

d
bt
0)

(d
0x

(g
J
(J

cd
](
bI-t
tro

bnc 0o

:d>
.- d

.EF
tr h.6d)\(g006 Bcaa
S2 s
!>&i

:c

t hO=

bno -
hF3
!6(d
B o->r

(!E
-Y=.J
v(L),.E aE

n

q
d
C)

E

fi

d
d

O

6

o.

O

d
c)

00

cd

(g

cd
b0

1)

6a
)

o.
(d
-
a
oa

o

O

C6

6

E
C)

=()
E
c!

E
a
)

6

.: -c 'c bo

=({c6tr8.EO E
; bo o- b0
!cd99
d 6 *'i .!! >- -: aJ
6

H,X^* $
ox o.

-v caqECOcd
.y;;6d
- i- i( a

So oir .i'
6s9sc6t ?(ii (! i=
!;i o.d(n; c u0

)u;a)a-a tr o-

.o
cd

B

6
(d

-o
Oa

d
CL(io
(t(E

db
O...)-
6-l:a!
-b0
Oa
cb({-o
Eb0dc
5!66;-#F
-^ (g

d;>'E
CE{r ;'

_:l (g

od

o
(!
(,)

d

d
c
o
cd

d
0.

z

i(
(d'a
A

-o
a
B

o
o

t-
o

oz

Cd

o.
o
i4
o
o
f!
qj

.c

I
E

($
O

6
t
a

sa!q6
; z-3.

in cn -C

6H!n
c0- E b

o.d !9 Itr'F6-c
!E r.- u
!..^d6
o.6= ts

50-=
*.n

dF: E gtr i(g.C CU HI5-,zl
d '=:

;d i
aOi€as
ssgE
j

](ldt
a
01

d
Ji(!
bo
bo

)
(n

E
C)

E

d

il
..1

,.o
d

(n
F
d

Cd

o

d
>
6

-o
cd'7
q.)

o
I
u

cn

t0

6
-o

e
0.)
o.

6 S'!-oo6dfa o.'== a:i(g \L}:
bo! c6
6,! ?
-o .11 ::
CJ ;, Ya6*
(6-00
Eg+
-8.;,-a A
XdJ
tr-Ju;a

dXDn9G cJ'= !ia6noo.troo

5 f Pa 6.o

o C.i c.j

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

2
o
2
d
H
F
H
X

2zla
<D<Y
gP

fre
EolH<AX
,rU
3E
EA

a

v
o
t

o

za
Ep
M
o
a
9
2
a,]

>

^;IIJ
m
0)

o

B
Z
C!

fii
LIJ

o
o

d
o
Y\t
.g
q
-o(!

o
d
B

d
0.

caaooCCqts
<r-L
LO.O-(D .1

cd- (t
'(gf *'dtu rii
o. :< .i!. cE=c6:u)
: B8;;
'jim
.!.i t! 

^u @v
-o y-\
qJ CE

! .'! J
al
I lY \.,i

fn'-a(!f
EBE

o
2 N ca

on

(!
cd

E
do

)
(g

6

.-ia

o
!
o.
6
ho

CJ

d

F
cd

E
(u

(d

do

d=

Pbl

CE

c'd6c.. (5

boE

!! on

trd
&>

-o-
Xu

u0d

Eo-

o

c
d
bo

da
Lr-

(d
tr
bo
o
o.

o
F

a

-c(n
.t4o
dz

lbo(6F

6>'
c!'6

c!
d'-F-c

o
do

.,9 at-=
d
bI)

!'r

a----)
d()
N!
.Y bI)

-c (!

o.-
-V !ooF
K. YL

o
o
o
f!

+

o
L!

E

0)

6

cd
F
a

o:

&
6

(n

0)

a
-o(d

o
d
O
c

6a
(n

d
O

L
c)

)
!-
6

-o
t)F
o

f!

$

!!

d
oa

o
@
X
st

d
a
a
cd

tr
d
Btro

c0
o

rL j;
ad
lu o)

d

d

!oo

(.)

\o
X+
d

o.

d

I

tsj;(LE
aOd-o.+
d

-d

!
a

d

cd

E
d
00
d
-o
c.)a
o
orJ

>,L
Or.
(-,) -
odaa
-:

Qg

c\
ri
X

Eo
c\
o

tr
trcdd'o
-rC!o
,N
c-
d>OC
^cd
o0)l&o
d

ri \o t- d

F
l
tr
rI
X

>
2
o,t
C)

oi

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

Q!
d_-o

(g-
o!0ro

a
Eo
dXL*

of
bo .-'
Cc

r. I cd

-:hoo i: .=
-a2
.---a
vlJ

=6isgJdd
:

d
o

00

d

d

dhOa
bsclo

OVa=

l-rr (d

d

gt
Cg oran
-o

0.).-uoccq)tio
dc?(!'d

(5(o(g
i4cdcg
o' .yti o.

ks.d(g.F

-Odtr
9:r
gr
o(t

d

|" o,

th -Y

d

'=cdo.
(d oJ 'd (U'=-o '= -c
E3TE
.-3cq
fiT ET.=1 (g oraa E a

*-g EE
-: ho .]l 6I c 5.q'6 !.o
Pooc-U';co
-'(t - ([
c *d (!
!o!^o b.ii ii
" kE g

sEEE
1r1 .= O.-
6O- L

i a$ --(E:w; v
bo3: c d
ffHqSE

cd
c(sC

=so.d
..d
l9dd>'-A
l-(E

rr cl.-o
So
oJ ox

=([aa
-tr
= c.,)

9o
(-cd
=6b%dci(
cn .-.
ocd
o-iiE
lu '=
f(Jao.
d

cd

d
Ji
a.)titr
q)
!

d
o

bo

(dx
d

oo

PH'
o

cdtra=
Et-r .1

o- -tr
j

! o.L ! (g
)<a_.,)(U4

iEtEE*o-iiH(I) tt .r{
I-(Ud-L;' '=tr H ((

E E.3i E
tr.<tr)! cddX 'F
>aEE-V
6 lJ,C _ (g

E'='A h E
E qook Sd ca-6I rr€*
=: O.. altvFal-

-d<)
-$ B 8t€,,
STEiEE
= -c o..i o
-EdE-!q0, tr:(5
t ooHt.X I
dE.83EE

o

=d
d(g'E t-
(df
o.o
A*rr ii
kd.
.!i g
d5
ll '=-)
(rH
bo i:cvocd

-c -o xd r- .:,-VA
-dc',: t-
-v(g,'-i o (i
L!Co([

ci

cd

cd

cd
i(
cd

cd

O

E

bx

6

d
o
o

cd

a

^

LA \c F-

tr)

o0

(d

(n

cd

o.
o

a

6
a

d
b!
o

o
do

cd&
d
-o

b0
Cd

c0

Ef; bF^d=1 00 x;d-goF

b ooc -PC(5(6
._ (g= O.d>,otrg s^b
-3 c d"
cr d O..-

ri (g L.=(g bOd=

oX/r-r-rr (d cd

-v,-f,ad!!!EBcE
P ):<

s d?:
E E sI
e-v i er g _?'iF€i qE
,4,/O([dU)-o-o >,u

$

'=

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

:i(ioj
(g d.'\'= f,o v

L(E,n
! d_v i:
r-,i(u!\.)r^'6 cs iim >cio >or f-oo ?.y, croE 6 ?!!aD ; ox

a'r ! -l!('6 o-d tr (!.Y.;:. (socJH GS9
h r!E tr

6(,-o ^F-boh q, tr 6 6c X.o d o.-
L- (! dnr L w tES*F-.

! !u >\ r-.:r L(r= C, ag d
=!.-(\) 

v ,-)!utrctrc!,
5C):o:c)o CLtr o- tr-o
.:

(d

dn
o
L.o
-o

cd

o

b0

Cd

d

(!
00

o
c

lx

d

ooccod=
>\ -t!
'C=
.o" ib
b"E

;(si: o.
=t-d6
O0 iJtr.-
(:) !
o. l

Q-.C; Sd: aE trt
d!

yE_u
d.Jwr-i=
o'c trld_(,.r- C-su-g aP
.r .a (dar>

s'6
_u>
d,
qE
(DF
-o-
(d..
?cd
=a)
o. 00

!>

OYts
! 9d
bobE
C.\;

'dc
oJCd(/)C6+r

l,o
o_.L!lo).: o.fl
d

boc botr(dc
d'd d:d>
.c- !s

!sc
6;\(d
Ps a

SZ s
r:88q
.-c6=bf

'! cE c:i(5(!d
E y'aq

o:d
boo * i
E39.V
!dr(dc
3 0>g

ct E'&xraa
€ iit E'i 6-tr E

.c,

0J(g
uoo6

xdB
! --&

-:Y .. .-a'= ,.
.i \u (E

oiuoo cn

fi -9?
d=r-

id-(do c6=S ooirid>
trd?:
s^mt h;^v,
(i d *U
hii tr5.; PS E-v6E"
(E=(g-r
\ di,66EE3

(!

h:E
cod:<!.-
o.d
6rc,
i(U
od
do)
0J-

I $e*u0i
(5qo
C 0., '.,/'c9,-
V -- (tr
-:a(dx(d

dd!u"s6
d (6:
JOO)o)f(o.

€ o

C.la

tr
d

6
c!

a
6
E,-
O

d

Eo
6
d
o
li

(d

d

,

(n

(g

o.

d
(s.?
(.)

(6
a
o
a

(6

0.)

d
oo

d
0)

O

o
d

l"n cd
(g(,

aa-
^1)

trb!dtr
iN
.1. a
bbt
(UrJ
Poo

bo- c
:dl.!u! (l

:d
o.Y bi
'=O.-
.rY Jl .=

{6d
ditsH

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

d'a
o.
€
a
B

o
,t(
8c,-9od
frv
6caZE

2a
-vs
o.^
9giu!o.

d

(!
-- (i

'a (d.q
d-ox
{^cs S

-(JC'-
2yr,)46.6Sf i
-(u(u
d ! cd tr:=o.!!= d'
d t-.:-r 

- 
>

(g i*-'=

=F 
Yg H

!-I !. l< )- n,
(s PU - EE I w=-: -r- :; .l trL O.Y= O
! L/1 _J rU

,* ii- -ot€€ sric E 'Fs $
rs&}3 3
j

J<
d'a

d
d
0n
0!

)
cd

E
O

E

(s

.u
(g

(n
F
d

-ood
cU i( O

bsha.5 -(!(s:-obn! cB 6

O -'X=aa*a
c s'cd >(i - bo,-

':.1 J 6 .J

=do(d
; 'u a.q
,-- A.-
Y .r( , 0.)

e6 3 do,
al X onEo=.< d
E }F *
O O!
-Y.;.d I

,J(UC)U)m-o o

J(

otr

O

o
J(

()
tu
(s

(n
F

d

o.
o
o
o
f!

!. bn([..
d'o6')o'6
.d

Fc
(g
F-c

a)

6o
P'a

d
bo

cd -:?

a-
--d
d 0.)
NP
.y bo

Hbo
l' .r.- '.,:

_im eoF,,a-,

d:bo
;: (!

rrd
SoSE

a )'-
d b0 -o

-Ior
(dtr(EL0r5-
b0 0- "o

cflc.,
! to.ax
C,+rtt C
'-.ii ? o

6 aq(i
-e q 90s
# HisCr,Yddztro-o-

o

o
tr
o.

cg

bo cd

",d

c(!
C6 Cd

:< -.\

tr!
Fd
-oP'}l
E --\

Co
Cn

('.1 J

o-v

c!
-o
q)
F
o
o

n-

6

d
-o
C)o

O

@
X
$

dL

..1

s
Loo
o
-u (dlL.o
af
6H

d

N + ra) \d t- d

n

d

-o
(E

{)a

6cL.r{ G

(!6
()9
r-rr (J

OC

(U-tY!
.- ua

:.dOa
-!ti (D
6-o
cctr
'1 d
=>.a)

on3
$6
CF
E;
JLil 6
o?od

(!
o

o
o

o.
OJ

F
(n

E
a

-c

.=< c 00

=dkic3.E.,, E

I r*u
* EEn
i. ,

H$i $
tsL o'

-Y cf
.dCocd
.Yi; c6 c6

-r'x^
$ 3.1 E'

iu c-_6Ettc
xE ?ia^9
6; C u0

.J(r:G)(,-o ts o.

c.j

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

o
N

il,.(-

o
q
l/)

x

o
C.l

d
trd
cd -o
=E

5N

:cdcd>

o0,h-a
d

-o

!-

(n

6
Cd

(!
b0(!
(..)

a
o
o r-,,

fLL.f

O..
O-.

o(da'd
.:

d

(d

-o
(.)
a

o
\o
Xv
d
-l

II

(d

.1 -or+E
au([-o.+
j

6
o

(,)

E
0)
A
d
F.odq

E.n
oq
or{
AQ
b! c)

dxr'd,
I
V
DaI
(!
+,
0)

o
(l,
o
(l,
u0
E
(l,
o
d

-a
du
tl0
!'-->,trEO
.9?acl
h!aqf,
.o b!,.c

(t,
o
(t,
A
(!
,l(
6
lq
E
(.

+
lr)

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

-155-

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di , KPU Kabupaten Pangandaran telah

melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan
dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati
dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Calon Bupati

MODEL BA.HP
PERBAIKAN.KWK

2. Calon Wakil Bupati

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan
dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut
dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
rangkapditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi. Berita Acara disusun
masing-masing:

1. I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Kabupaten Pangandaran

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

l Anggota
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Kelurahan :

Kecamatan :

Yang bertanda tangan dibawah

l. Nama :

2. NIK :

3. Jenis Kelamin -.

4. Alamat :

s. RT/RW :

6. Tempat Lahir :

7, Tanggal Lahir :

Kabupaten

Provinsi

: Pangandaran

: Jawa Barat

1nl, saya

8. status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sikarela mendukung
Pasangan calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2O2O, atas natna :

I . Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Sebagai bukti dukungan pasangan Calon perseorangan, dalam Suratrgrnvataan dukungan ini saya rmapirkan Fotokopi KartriTanda penduaut
Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan
dan catatan sipil.

. Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakansebagaimana mestinya. Apabila t.i.ry.t" di kemudian hari diiemukanketidakbenaran atau saya. mengingkari pernyataan dukungan ini, sayabersedia mempertanggungiawabkan secara'hukum 
"."rii ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemilu

dan/atau undang-Undang Hukum Fiaai-ra.

Yang Membuat pernyataan,

MODEL 8.I-KWK
PERSEORANGAN

PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

(
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dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pangandaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas
nama:

I . Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda penduduk
Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidak benaran atau kami
mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemilu dan/atau
Undang-Undang Hukum pidana.
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REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020,

atas nama :

1 . Calon Bupati :

MODEL B.2.KWK
PERSEORANGAN

PERBAIKAN

dengah rincian data sebagai berikut :

l. Jumlah pemilih di Kabuparen sebanyak ......... orang;
2. Jumlah Kecamatan sebanyak Kecamatan;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KpU

Kabupaten;

4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorang€rn yang memenuhi
syarat berdasarkan Hasil pleno Rekapitulasi penghitungan Dukungan
Bakal Pasangan calon perseorangan di tingkat Kabupaten sesuai dengan
BA.7-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang;

5. Jumlah minimal dukungan Bakal pasangan calon perseorangan yang
harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal pasangan calon
Perseorangan sebanyak orang, yang merupakan 2 (dua) kali
lipat dari jumlah kekurangan dukungan.

6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal pasangan calon perseorangan

orang (....,..... ........%l;

7 Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorargan
Kecamatan atau setara dengan (... .. . .. . ... ... .%)

tersebar di

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan perbaikan
Bakal Pasangan Calon perseorangan

No Nama Kecamatan Nama
Keluarahan/Desa Jumlah Dukungan

I 2 3 4
I orang

orang

3. dst orang

2. Calon Wakil Bupati :

,
1.
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, 1 oranS

orang

3. dst orang

3 dst 1 ......,. orang

2 ......., orang

3. dst
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Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati, Bakal Calon Wakil Bupati,

MATERAI

( )

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

uai dengan aslinya
KPU K{BUPATEN PA}IGA\DARAN

agian Hukum.

I

I, SH.

)

?

2.

......., orang
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